| SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 84 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

—

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional yang pada intinya
menginstruksikan kepada semua pemerintah daerah
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program
pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi satuan kerja masing-
masing; '

bahwa dalam wupaya mewujudkan kesetaraan gender
dalem kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses
pembangunan termasuk pembangunan di daerah;

bahwa agar dalam melakukan strategi pengarusutamaan
gender ke dalam seluruh proses pembangunan di daerah
dapat terarah, terpadu, efektif dan efesien serta dapat
dipertanggungjawabkan maka perlu adanya Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Semarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ diatas maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di
Kabupaten Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286 );

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tehun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun
2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja {(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2005 Nomor 20 seri D Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamomg Praja (Lembaran Daerah Tahun
2011 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Dacrah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1;
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Menetapkan

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Dacrah Kabupaten Semarang Tahun
2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 10};

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga
Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20,Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18), sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan
Kelurahan Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 4,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Semarang Tahun 2010-2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PELAKBANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER D1
KABUPATEN SEMARANG




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi sefuas-fluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai usur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati Semareng yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya
disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan
sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.

Kesetaraan ' Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai
warga negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam
kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam
menikmati hasil pembangunan.

Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan
penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman,
dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah
anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki
dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan,
dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap
kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya
disingkat PPRG edalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan
untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan
dan penganggaran.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai
kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman,
aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan
dan laki-laki.

Gender Analisys Pathway yang selanjutnya disingkat GAP adalah metode
analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek
akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan
dalam program-program pembangunan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah
dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif
gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah
dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan
kesenjangan gender.

Term of Referemce yang selanjutnya disingkat TOR atau Kerangka Acuan
Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah suatu dokumen yang berisi
penjelasan/keterangan mengenai kegiatan yang diusulkan untuk
dianggarkan dan perkiraan biayanya.

Data Terpilah menurut jenis kelamin adalah data kuantitatif atau
informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan
jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan
anak perempuan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu
tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah {RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun
2005 sampai dengan tahun 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak
tahun 2010 sempai dengan tahun 2015,

Pagu Indikatif merupakan prakiraan pagu anggaran yang diberikan
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja SKPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang
ditetapkan dengan peraturan desa.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. :

. Dokumen Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-

SKPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Badan/Dinas/Kantor

5. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan

atau telah dicepai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program
atau kegiatan.
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28.

20.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41].

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintahan untuk
mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan atau input untuk menghasilkan
keluaran atau output dalam bentuk barang atau jasa.

Keluaran atau cutput adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan
tujuan program serta kebijakan.

Hasil atau outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program
Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur
perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.

Indikator Kinerja Responsif gender adalah perubahan kinerja
pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan
perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau
kegiatan.

Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki- laki
terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.

Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan
relasi antara laki-laki dan perempuan.

Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk
memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam, politik, ekonomi,
sosial, maupun waktu.

Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan
sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu
kegiatan dan pengambilan keputusan.

Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang
memperoleh manfaat.

Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan
pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Bila
dalam proses ini dittmukan deviasi, maka segera dapat diperbaiki agar
tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan
untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.

Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai
keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender
dalam waktu tertentu. Evaluasi diarahkan untuk membandingkan antara
yang selanjutnya dan realita yang dapat dilihat dari indikator input,
output , outcome, dan dampak.

BAB Ii
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman
secara umum kepada seluruh pemangku kepentingan atau SKPD dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
yang responsifgender.

8 .
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Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun
strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan,
periganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan di daerah ;

mewujudkan perencanaan responsifgender melalui pengintegrasian
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan
laki - laki dan perempuan ;

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;

mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender ;
meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan
tanggungjawab laki laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya
pembangunan ; dan

meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani
pemberdayaan perempuan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
PERENCANAAN
Pasal 4

Setiap SKPD berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
SKPD dan Rencena Kerja SKPD.

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilakukan melalui analisis.

Pasal 5

Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
dapat menggunakan metodhe Alur Kerja Analisis GAP atau metode analisis
lain.

Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh
masing masing SKPD.

Pelaksanaan Analysis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD,
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat
bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang
memiliki kapabilitas dibidangnya.



Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dituangkan dalam penyusunan GBS.

(2) Hasil Analisis Gemnder yang terdapat dalam GBS menjadi Dasar SKPD dalam
menyusun KAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 7

(1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Menengah Daerah (RPJMD) , Rencana Strategis (Renstra) SKPD
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Anggaran SKPD responsif gender.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD responsif gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di
daerah.

(2) Tanggung jaweh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan
sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh
SKPD, Bupati membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Daerah.

(2) Anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Daerah adalah seluruh
kepala SKPD kecuali Camat dan Lurah.

(3) Bupati menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender Daerah dan Kepala SKPD yang membidangi
tugas Pemberdayaan Perempuan sebagai Ketua Sekretariat Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender Daerah.

(4) Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




Pasal 11

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

a.

b.
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(1)

mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender kepada
masing masing SKPD ;

melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada
Camat, Kepala Desa dan Lurah ;

menyusun Program Kerja Setiap Tahun ;

mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender ;

menyusun Rencana Kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
Daerah setiap tahun ;

bertanggungjawab kepada Bupati ;

merumuskan Rekomendasi Kebijakan kepada Bupati ;

menyusun Profil Gender Daerah ;

melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing
masing instansi;

menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran
daerah ;

menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di
masing masing SKPD;

Pasal 12

Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf j beranggotakan
aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

(2) Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana

(1)

(2)

dimaksud dalam Pasal 11 huruf k memuat paling sedikit :

a. pengarusutamaan gender dalam peraturan peraturan perundang-—

undangan di daerah;

b. pengarusutamaan gender dalam siklus pembangunan di daerah ;

- penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender di daerah ; dan

c
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 13

Focal Point pengarusutamaan gender pada setiap SKPD di daerah terdiri
dari Pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau
program.

Focal Point pengarusutamaan gender Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mempunyai tugas :

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja ;

b. menfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran SKPD yang
responsif gender ;

c. melaksanakam pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender
kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD ;

d. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan
SKPD ;

e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program
dan kegiatan unit kerja ; dan

f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing - masing SKPD.
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(3) Focal Point pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipilih dan ditetapkan oleh Kepala / Pimpinan SKPD.

BAB IV
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
PELAPORAN
Pasal 14

(1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender
kepada Gubernur secara berkala setiap 6 ( enam ) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kepala
SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan selaku Ketua
Sekretariat kelompok kerja pengarusutamaan gender Daerah setelah
dikoordinasikan dengan Kepala BAPPEDA selaku Ketua kelompok kerja
pengarusutamaan gender daerah.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 meliputi :

pelaksanaan program dan kegiatan ;

instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ;

sasaran kegiates

penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau Sumber lain;
permasalahan yang dihadapi ; dan

upaya yang diflakukan .
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Pasal 16

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa/kelurahan
dan Kecamatan .

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Bagian Kedua
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengarusutamaan gender daerah.

(2) Pemantauan dam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pada setiap SKPD secara berjenjang.
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(7)

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender
dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan
tahun berikutnya.

Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan
pengarusutamaan gender daerah berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.

Kepala/ pimpinan SKPD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengarusutamaan gender di masing-masing SKP. '

Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan
Perguruan Tinggi, Pusat Study Wanita atau Lembaga Swadaya
Masyarakat.
Hasil evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender menjadi bahan
masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun
mendatang.
BAB V
PEMBINAAN

Pasal 19

Bupati  melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan
gender daerah yang meliputi :

a.

b.

C.

penetapan panduan teknis Pelaksanaan pengarusutamaan gender Skala
Daerah, Kecamatan, Desa /Kelurahan ;

penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi
dan koordinasi ;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di desa
dan pada SKPD

peningkatan Kapasitas Focal Point dan kelompok kerja pengarusutamaan
gender ; dan

strategi pencapaian kinerja.

BAB V1
PENDANAAN
Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan Program dan Kegiatan pengarusutamaan gender
di daerah dapat bersumber dari :

a. APBD Kabupaten ;

b. APBD Propinsi ;

c. APBN; dan

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pengarusutamaan gender
di Desa bersumber dari APBDesa dan DAUD.




BAB VII

PENUTUP

Pasal 21
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka semua kebijakan daerah
di bidang Pengarusutamaan Gender sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 2y-i0 -201%

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 2y-10 - 201%
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